
 
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.123, 2009 Lembaga Legislatif. MPR. DPR. DPD. DPRD. 
KPU. Kedudukan. Hak. Kewajiban. Pencabutan. 
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043)  

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2009 
TENTANG 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:  a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan 
lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan 
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu 
mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap 
dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai 
dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan 
bernegara; 

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga 
perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, 
perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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c. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 
mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan 
pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan  Republik Indonesia; 

d. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung 
jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,  perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, 
Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat 
(3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 
22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:
  

UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat 

MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, 
adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, 
selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai penyelenggara pemilihan umum. 

6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, 
adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-
undang.  

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah.  

9. Hari adalah hari kerja. 
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BAB II 
MPR 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

Pasal 2 
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 
melalui pemilihan umum. 

Pasal 3 
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 4 
 MPR mempunyai tugas dan wewenang: 

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan 
umum;  

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah 
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden; 

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan 
oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya; dan 

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 
2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
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diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.  

Pasal 5 
(1)  Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, MPR menyusun anggaran yang 
dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2)  Dalam menyusun program dan kegiatan MPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi 
kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus 
dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas 
bersama.  

(3) Pengelolaan anggaran MPR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5)  MPR melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) melalui Sekretariat Jenderal MPR 
kepada publik pada akhir tahun anggaran. 

Bagian Ketiga 
Keanggotaan 

Pasal 6 
(1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan 

Presiden. 
(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan 

berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan 
sumpah/janji. 

Pasal 7 
(1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang 
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang 
paripurna MPR. 
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